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TENTANG
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DENGAIY RAIIilAT TT'IIAN YA.TTG }IAIIA EsA

Menimbang

Mengingat

BUPATI TI'LUIYGAGT'I| G,

: a. balrwa keberadaan gerakan Islamic State of lra7 and Sgria
(SIS/ yang disinyalir berkembang menjadi Islam State (IS)
bertentangan dengan ldeologi pancasila dan Kebhinekaan
Negara Kesatuan Republik lndonesia;

b. bahwa berdasarkan hasil koordinasi antara pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Forum Komunikasi
Pimpinan Daerah, para Ulama, pengurus Wilayah Nahdlatul
Ulama, pengurus Wilayah Muhammadiyah dan perguruan
Tinggr, maka perlu untuk segera melakukan langkah_
langkah antisipasi terhadap keberadaan Islamic State of lraq
and Syria (IS1S) / Islamic State (IS);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud
pada huruf a dan huruf b, serta untuk mencegah
berkembangnya paham ISIS di Kabupaten T\rlungagung,
perlu menetapkan rarangan Keberadaan Gerakan Isramic
State of Iraq and Sgria (IS1S) / Islamic State (IS)di Kabupaten
T\rlungagung, dengaa peraturan Bupati T\rlungagung;

: l. Pasal 28, pasal 2g E, pasal 2g J dan pasal 29 Undang_
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor l/pNpS/1965 tentang pencegahan
Penyalahgunaan dan/ atau penodaan Agama (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27261;
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3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2OO8 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO8 Nomor 59, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 1l Tahun 20OS tentang pengesahan
International Covenant on Economic, Social, and Cultural
Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi,
Sosial dan Budaya) (Irmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 1lg, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4557);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO5 tentang pengesahan
International Covenant on Civil and political Rights (Kovenan
Internasional tentang Hak-hak Sipil dan politik) (Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 119,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4s58);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3g Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan pemerintahan antara pemerintah,
Pemerintahan Daerah provinsi dan pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOZ Nomor g2, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Instruksi Presiden Republik lndonesia Nomor
tentang Penanganan Gangguan Keamanan

1 Tahun 2014
Dalam Negeri

Tahun 2O14;
1O. Peraturan Bersama Menteri Agama dan

Negeri Nomor 9 Tahun 2OO6 dan Nomor g Tahun
tentang Pedoman pelaksanaan Tlrgas Kepala Daerah /
Kepala Daerah dalam pemeliharaan Kerukunan
Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan
Beragama, dan pendirian Rumah lbadat:

Menteri Dalam
2006

Wakil
Umat
Umat
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi
Perkembangan Politik Di Daerah;

12. Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-004/A/JAIOI/I994
tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran
Kepercayaan Masyarakat;

13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5l Tahun 2014
tentang Larangan Keberadaan Gerakan Islamic State Of lraq
and. Sgria di Jawa Timur (Berita Daerah provinsi Jawa Timur
Tahun 2014 Nomor 5l Seri E);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : aso/3g06/Sj
tanggal 7 Agustus 2Ol4 perihal peran Aktif Kepala Daerah dalam
Penanganan penyebaran Faham dan Ideologi State of lraq and.
Sgna 0S1S/ di Indonesia:

Menetapkan

MEIUTUSI{AI| :

PERATURAN BUPATI TENTANG LARANGAN KEBERADAAN
GERAKAN "ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA / ISLAMIC
STATE" DI KABUPATEN TULUNCAGUNG.

pasal I
Dengan Peraturan ini ditetapkan Larangan Keberadaan Gerakan
Islamic State of Iraq and Syna [S1S/ ,/ Islamic State (IS) di
Kabupaten Tulungagung karena dapat memicu dan/atau
menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban
masyarakat di Kabupaten Tulungagung.

pasal 2
Bahwa berdasarkan larangan sebagaimana dimaksud datam
Pasal 1, maka diharapkan agar :

a. Camat dan Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten
Tulungagung melakukan sosialisasi, pembinaan dan
pengawasan di daerahnya masing_masing terhadap
keberadaan dan/atau gerakan Islamic *.ate of lray ard. Sg/la
(ISIS) / Islamic State (IS);

b. Masyarakat Kabupaten T,ulungagung segera melaporkan
kepada aparat di tingkat pemerintah Desa/Kelurahan
maupun tingkat Kecamatan apabila mengetahui dan
mencurigai adanya gerakan Islamic State of lra4 and Sgria
(I$S) / Islamic State (S).





Pasal 3

Aparat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, segera

melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, baik TNI

darr/ atau POLRI apabila mengetahui dan/atau menerima
laporan dari masyarakat terkait dengan keberadaan dan/ atau
gerakan Islamic State of lra4 and Sgria (IS1S) / Islamic State (IS).

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap or:rng mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten T\rlungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal n g AUC Z0tq

BUPATI

di T\rlungagung
9 Agustus 2014
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